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PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2017/PA.LPK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan

putusan perkara cerai gugat antara:

warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh cuci,
tempat tinggal Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut
sebagai Penggugat
Melawan:

umur 37 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kabupaten Serdang Bedagai.
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06
Pebruari 2017, telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di
Kepaniteraan  Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor
/Pdt.G/2017/PA.LPK, tanggal 06 Pebruari 2017 dengan dalil-dalil sebagai
berikut:
1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
tanggal 07-11-1996 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Perbaungan,
Dahulu Kabupaten Deli Serdang sekarang Kabupaten Serdang Bedagai
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 731/53/X1/96 tertanggal 12/11/1996;
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah
bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama pada alamat Tergugat di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang

bernama:
a. Ryan Syah Putra, laki-laki, lahir 03-04-1997;
b. Serina, perempuan, lahir 18-08-2004;
C. Aila Sholati Hawa, perempuan, 21-01-2012;

(saat ini ketiga anak tersebut berada pada asuhan Penggugat)

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak
rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang
sulit diatasi sejak awal tahun 2004;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut

karena:
a. Tergugat terlibat dengan penyalah gunaan narkotika;
b. Tergugat terlibat dengan perjudian;
o Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke kediaman hingga jam

02 malam tanpa alasan yang jelas;
d. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang dan jarang
memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga
Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan
dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering mengusir Penggugat,
Tergugat sering marah-marah , memaki dan menghina bahkan Tergugat
sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ketika sedang
bertengkar;
7. Bahwa akibatnya sejak pertengahan Pebruari 2016 hingga saat ini
antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan
Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat sebagaimana

pada posita 5 di atas karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman
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dan tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas

dan Tergugat tetap tinggal dikediaman pada alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah 1 tahun lamanya, maka hak

dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana

sebagaimana mestinya;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan

cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik,

bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat

merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat

dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai

dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk
menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan
mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jikapengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
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selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatan Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:
A. Surat:
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 731/53/X1/96 tertanggal
12/11/1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai,
telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P

dan diparaf;
B. Saksi:
1. umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak

ada, tempat tinggal di Jalan Deli Kampung Banten, Lingkungan Pekan
lll, Gang Rel Kreta Api (dekat kede wak Nur), Kelurahan Simpang Tiga
Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. di
bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena
Saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami
Penggugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah
pada tahun 1996 yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir
di Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan sampai
dengan berpisabh;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
telah bergaul layaknya suami-istri sampai dengan tahun 2004,
setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan terjadi
perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisinan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat terlibat penyalah

gunaan narkoba, terlibat dengan perjudian, Tergugat sering keluar

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan pulang kekediaman hingga jam 02 malam tanpa, alasan

yang jelas, Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang dan

jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat

dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah

lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa disebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan

perlakuan Tergugat maka Penggugat pergi meninggalkan kediaman

bersama dan pulang kerumah saksi ;

- Bahwa selama pisah sudah tidak adalagi komunikasi antara

Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan ini atas penglihatan dan

pendengaran saksi sendiri;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati dan

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat

dan Tergugat dan mencukupkan keterangannya;
2. umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh
SPSI, tempat tinggal di di Jalan Deli Kampung Banten, Lingkungan
Pekan Ill, Gang Rel Kreta Api (dekat kede wak Nur), Kelurahan
Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang
Bedagai. di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena

Saksi adalah pakcik Penggugat dan Tergugat adalah suami

Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah

sekitar 20 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir

di Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan sampai

dengan berpisah;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
telah bergaul layaknya suami-istri sampai dengan tahun 2004,
setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan terjadi
perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisinan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat terlibat penyalah
gunaan narkoba, terlibat dengan perjudian, Tergugat sering keluar
rumah dan pulang kekediaman hingga jam 02 malam tanpa, alasan
yang jelas, Tergugat tidak bekerja sehingga kurang bertanggung
jawab dalam masalah ekonomi rumah tangga;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat
dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah
lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa disebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan
perlakuan Tergugat maka Penggugat pergi meninggalkan kediaman
bersama dan pulang kerumah saksi ;

- Bahwa selama pisah sudah tidak adalagi komunikasi antara
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan ini atas penglihatan dan
pendengaran saksi sendiri;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati dan
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat
dan Tergugat dan mencukupkan keterangannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat
bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut, sedangkan Tergugat tidak
dapat dikonfirmasi karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada
pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan
Tergugat, serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala
hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang
dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat
hadir dan Tergugat pernah tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi
tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk
Pakam, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama
Lubuk Pakam berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat
ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu
Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan
memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah
memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana
ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah
disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2)
dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2)
dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat
(3) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat
hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula
mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun
berdasarkan relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk. yang dibacakan oleh
Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
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patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu
alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar
berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,
maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi
tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat
adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah
tanga Penggugat dan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran
disebabkan Tergugat terlibat dengan penyalah gunaan narkoba, terlibat
perjudian, Tergugat sering pulang ke kediaman hingga jam 2 malam tanpa
sebab yang jelas, Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga
kepada Penggugat sehingga Penggugat yang membantu mencukupi kebutuhan
rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap
keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi
akta nikah sebagai probationis causa, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat
dibuktikan dengan Duplikat akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat
Duplikat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa
Duplikat Kutipan Akta Nikah (P) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Nomor 731/53/XI1/96
tanggal 12-11-1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, , atas
nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah
dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan
antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum
pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P. tersebut telah
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memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan
lebih lanjut;

Menimbang bahwa, bukti P yang menerangkan hubungan hukum
antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan
dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya
hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim
berpendapat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti
surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P sebagai akta autentik yang
telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang
menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan
perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum
antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan
dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan
gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan
bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran, sejak awal tahun 2004 oleh karenanya, Majelis Hakim
berpendapat bahwa alasan perceraian tersebut diatas sudah tidak ada
harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagai mana tersebut
dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah
sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan
perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh
Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu
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saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama Suhaimi bin
Umaruddin dan Haris Fadillah Bin Husen ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut diatas
menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat terlibat penyalah
gunaan narkoba, perjudian, sering pulang kerumah hingga larut malam dan
kurang dan jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat
sehingga Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat tersebut diatas merupakan
orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah
memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka
berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi
yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan Penggugat tersebut
diatas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.
Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil
sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut
diatas saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan
Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi
tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua
orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti
saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat
berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan
Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti
saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan
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bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak ada kerukunan lagi
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim
berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi,
karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena
itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah
mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan alasan-
alasan tersebut diatas, dan telah pisah rumah sejak pertengahan bulan
Pebruari 2016 hingga saat ini, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat
telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai
dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka
Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan tidak

melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bagi Majelis, rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali, kondisi
tersebut tidak lagi memenuhi kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21

J2z o ledl TsiShui) Logjl pSaudil go oS 31> Ol aisl (s
...do> )9 6J90 pS.w

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa
kasih dan sayang...”
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Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan Penggugat
dan Tergugat akan dapat menimbulkan mafsadah bagi kedua pihak, sedangkan
perceraian juga bisa menghilangkan kemaslahatan dan sekaligus juga
mafsadah bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh
karena berhadapan dua mafsadah maka harus dipilih dengan melakukan
mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah figh dalam
Kitab Ashbah wa an-nazair karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161 yang
berbunyi:
agas| SBGSL 155 islatl caees olnauls ool 15]

Artinya : “Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling
besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan
mafsadahnya’.

atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah mafsadah

yang lebih ringan mudaratnya bagi Penggugat dan Tergugat, dibandingkan

dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal

perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu

pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan
itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat
adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan
satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada
hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri)
adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak
dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi
keseimbangan hidup dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang
demikian tidak akan dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, menurut
pendapat Majelis terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk
terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian

apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman,
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damai dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga
tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan
dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah
dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan
dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan
Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang
dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P. yang
menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah bercerai, maka
Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat
(2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang
dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba’'in sugra, maka Majelis Hakim
berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan terhadap
Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib adimistrasi sebagaimana
yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor
28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan
kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang
terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan
Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan
dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan
bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai, yang dihubungkan dengan perkawinan
Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengirimkan salinan putusan ke
Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan,
oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan

dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk
datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp.391.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah );
Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam
dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017
Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh
Drs.H. EImunif sebagai Ketua Majelis, Hj. Wardiyah, S.Ag. dan Drs. Ridwan
Arifin, masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu
juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri
oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Nur Azizah SH, sebagai

Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
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Drs.H. EImunif

Hakim Anggota Hakim Anggota

Hj. Wardiyah, S.Ag. Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Nur Azizah SH

Rincian Biaya Perkara:
Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

Biaya Proses Rp 50.000,00
Biaya panggilan Rp 300.000,00
Hak Redaksi Rp 5.000,00
Meterai Rp 6.000,00
Jumlah Rp 391.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh

satu ribu rupiah).
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